BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPAT! GROBOGAN
NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GROBCGAN,

Memimbang : a. bahwa urtuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam

penyaluren Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa,
maka Peraturan Bupati Grobogan Nomeor 52 Tanun 2015
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban
Belanja Bagi Hasil dan Bantaan Keuangan kepada
Pemcerintah Desa perlu discsuaikan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurufa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubazhan Ketiga Atas Peraturan Bupatu Grobogan Nomor
52 Tshun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban BRelanja Bagi Hasil dan Bantuan
Keuvangar kepada Pemerintah Deea;

Mengingar : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesis Tahun 1945;

2. Undang-Undanz Nomcr 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupatsn  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesiz Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Nepara (Lembaran Negara Republik
Inconasia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahzn Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambehan Lpazﬁba_ran Negara Republik Indonesia Nomor
5495},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495] sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomaor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomoer 23 Tahun 2014 tenrtang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneisa Nomor 267S);

Peraturan Pemerintsh Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republic
Indonesia Tahun 2019 Ncmer 42, Tambahan Lembaran
Negzara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 feniang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Tndonesia Nomor 553%) sebagaimanza telah
diubah beberapa lkali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubzhan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomnor ©
Tahun 2U14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemcrintah Nomeor & Tahun 2015 cntang Pcrubahan



Menetapkan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Kenangan can Aset Desa (Lembzaran Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 20156 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten CGrobogan Nomor 8);

MEMUTUSEAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BAGI HASIL DAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA.

Pazal [

Beberagpa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 52

Tahun 2015  tentang Tata  Cara  Pemberian  dan

Pertanggungiawaban Bezlanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan

Tahim 2015 Nomor 52) sehagaimana tzlah ditthah :

a. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 87 Tahun 2016 tentang
tentang Perubabin Atas Peraturan Bupsall Grobugan Nummor
92 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil dan Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintan Desz (Berita Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2016 Nomor 87);

b. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 80 Tahun 2018 tentang
Peruithahar Kedia Atas Peratiiran Bupati Grohagan Nomar 32
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawebaa Belanja Bagi Hasil dan Baotuan
Keuangan Kepada Pemerintan Desg (Berita Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2018 Nomor 80)

diubah sebagzi berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Lk



Pasal 24

(1) Penyaluran bantuan keuangan kepada Desa dilakukan

melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas

Desa.

(2) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud

pada avat (1) diatur sebagai benkut :

a.

penyaluran ADD :

penyaluran ADD dilaksanakan mendasarkan sumber

dana yang dipakai untuk alokasi anggaran, dengan

pembagiar: .

1. ADD yang bersumber dari alokasi 10% Dana Bagi
Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, disalurkan
sesuai pagu Penetapan | Perubahan APBL),
dengan pembagian 4 (empat] tahap sesudi
Triwulan, dengen besaran penyaluran Triwulan |
sampai dengan Triwulan 111 paling tinggi sebeser
25% dari pagu Penetapan APBD yang ditetapkan
dalam kode rekening Bantuan keuangan kepada
Desa dan kekurangannya disalurkan pada
Trivulan [V:

2. ADD yang bersumber dari alokasi 10% Dans
Alokasi umum disalurkan setiap bulan dengan
besar penyaluran untuk bulan Januari sampa:
dengan bulan Desember, 1/12 (satu per dus
belas) darn pagu yang ditetapkan untuk desa;

penyaluran Dana Desa dari Pemerintzh Pusat, diatur
tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus
untuk percepatan pembangunan desa sebagaimara
dimaksud dalam Pasal 20 aya: (2) dicairkan paling
sedikit 2 (dua) kali.

penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus
guna pcmberdayaan pembangunan lumbung desa,
untuk kegiatan fisik dicairkan paling scdikit 2 (dug)
kali, sedangkan untuk pengadaan bahan pangan dapal
dicairkan 1 {satu kali; dan

penyalurar. dana bantuan keuangan bersifat khusus
uatuk rintisan desa percontohan dilaksanakan 1 (satu)
kali.



Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah sehingga

bersunyi sehagai berikut :

Pasal 25

(1) Penyaluran ADD dilaksanakan secara bertanap oleh
SKPKD berdasarkan rincian penyaluran ADD yang
disampaikan oleh SKPD teknis.

12) SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pade ayat (1) adzlah

Dinas Pemberdavaan Masvarakat dan Desa yang secata

tcknis menangani pengalokasian ADD.

(3) peayzluran ADD scbagaimana Pasal 21 ayat (2) hurufa

dilaksanakan sebagai berikut :

a. ADD yang bersumber dari alokasi 10% dana bagi basil
pajak/bagi hasil bukan pajak :

1.

3.

setiap berakhirnya triwulan SKPD Teknis

menyampaikan rincian penyaluran dana bagien

dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajek
kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolazn

Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD yaitu

untuk Triwulan | pada akhir bulan Maret, Triwulen

Il pada akhir bulan .Juni, Triwulan 1lI pada akhir

bulan September serta Triwulan IV pada awal

bulan Desember;

rincian penyaluran dana scbagaimana tersebut di

atas, dilampiri :

- format pengajuan yang memuat nama
kecamatan, nama desa, nomer rekening kas
desa, bessran penyaluran tiap triwulan dan
keterangan lan yang diperlukan; dan

- salinan reken:ng kas Desa yang dilegalisasi oleh
pejabat yang berwenang.

penvaluran ADD vang bersumber dari alokasi 10%

dana bagi hasil najak/ bagi hasil bukan pajak dari

Kas Umum Daerah ke Kas Desa dilaksanakan :

- Triwulan 1 dilaksanakan pada Bulan April ;

- Triwulan Il dilaksanakan pada Bulan Juli ;

- Triwulan 1l dilaksanakan pada Bulan Oktober;
dan

- Triwualan IV dilaksanakan pada Bulan Desember.

ADD yang bersumber dari Dana Alckasi Umum,



[

L. setiap akhir bulan SKPD Teknis menyampaikan
rincian penyaluran dana Alokasi Dana Desa dari
Dana Alokasi Umum kepada Kepala Badan
Pendapatan, Pengelolazn Keuangan dan Aset
Daerah selaku PPKD:

2. rincian penyaluran dana sebagaimana tersebut
diatas, dilampiri :

- format pengajuan yang meruat nama kecamatar,
nama desz, nomor rekening Kkas desa, bcsa:aﬁ
penyaluran tiep triwulan dan keterangan lain yang
diperlukan; dan

_ salinan rekening kas Desa yang dilegalisasi cleh
pejabat yang berwenang.

penyaluran ADD dari bagian Dana Alokasi Urmum dagi

L

rekenng Kas daerah ke Rekening Kas Desa dicairkan
paling lambat setiap tanggal 6 pada bulan berkenaan.

4, Denyaluran dana sebagaimana dimaksud ayat (3)
dilaksanakan dengan mckanisme langsung (LS dan
Rekering Kas Umum Deerah kepada Rekening Kas Desa,

Ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga

perbunyi sebagai berikut :

Pasal 40
(1) Desa penerima bantvan keuangan wajib menyampaizan
laporan pelaksanaan kegiatan yang cdibiayai dari dans
bantuzn keuangan, scbagai berikuat :
£. laporan berkals, yaitu: laporan mengenai pelaksanaan
penggunaan realisasi keuangan dan fisik dibuat secara
berkala; dan

h. laporan akhir dari penggunaan dana mencasup
perlkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dan
masalah yang dihadapi.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
dasar untuk penyaluran bantuan Kkeuangen tahep
berikutnya, dikecualikan untuk penyaluran ADD dari DAL

(3) Mekanisme pelaporan  bantuan keuangan kepada
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksuc pada ayat (1)
secara teknis masing-masing diatur dalam Peraturan

Bupati tersendiri



Pasal 11

Peraluran Bupal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempaiannya
dalam Berita Daerzh Kabupaten Grobogan,

-

Ihtetapkan di Purwodadi

pada tanggal §6 Tuni 2020
BUPATI GROBOGAN

"
SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal 18 Juni 2020

SE AERAH
ABUPATEN GROBOGAN,

L

—

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 15
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